
LEMBARAN DAERAl-1 

KABUPATEN UANYUMAS 

NOMOR : 8 TAHUN 2001 SERI : E 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
r 

:.i NOMOR 15 TAHUN 2001 . . . . . . 

.. . ~ 

TENTANG · - .. - - .... ·~· .. . ., ._,, 

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL 

TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN. AJIBARANG 

. ' . 

DE~GAN RAHMAT TQHAN YANG MAHA ~SA 

Menimbang 

BUPATI BANfUMAS,. 
. . . . . , . 

. . . ·. 
•' • , • • • - • • ,- . , • I _, ,. : ; • ;, • • • .. 

: .'._··a·.·: · b~hwa dalam . rang~ ~en~su~ ped~~an yang 

. ·. . • . . . • dii,erlukan untltlc: ffie~gatur dan ~e~i~~b~gkan 
. · .. tisil.c kota Ib~k9ta Kecamatan Ajibarang sebagai 

· Pusat Pelayanan Pemerintahan, Pelayanan 

Pendidikan, Pusat Perd_agangan dan Jasa, Pusat 

Transportasi Regional, Pusat Industri dan Pusat 

Pelayanan Kesehatan perlu adanya Rencana Umum 

Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota; 

I 
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· Mengingat 

. 
, b. bahwa Rencana tersebut diatas dimaksudkap 

sebagai sarana . untuk pengendalian se~ta 

memberikan pelayanan dalam pelaksai:iaan 
pembangunan fisik pada setiap Bagian Wilayah . 

Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang sehingga dapat 

mewujudkan Kota yang Sejahtera, Adil, Te~ib, 

Rapih, lndah clan Aman dengan berwawasan 

lingkungan; 

c. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana 

Detail Tata 1:luang Kota lbu Kota Kecamatan 
Ajibarang yang -telah ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tmg~t II 
Banyumas Nomor 14 Tahun 1990, konclisinya 
sudah tidak sesuai · 1agi dengan Perkembangan 
Keadaan; 

1. Undang-undang No~or 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tep.tang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 

Negara Tahun 1950 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 2043); 

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang 

Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda 

Yang Ada Diatasnya; 
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. 
4. Undang-undang Non1or 11 1l1hun 1974 tentang 

Pengai~n (Letnbaran Negara Tahun 1974 Nomor 

38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); ., 

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 198.0 tentang 

Jalan (Lembaran ·Negara Tahun 1980 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara N omor 3186); 

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 

r; · Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 

Nomor 115, Tambahan· Lembaran Negara Nomor 

3501); .. 
,.; 

7.- Undang-undang Nomor 23 Tahun . 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
· NegaraNomor3699); 

• I 

8. Undang-uridang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah (~mbaran Negara Tahun 
. . 

1999 N~inor 60, Tambahan Lembaran N~gaia 

N omor 3839); 

9. Peraturan Pemerintah N omor 22 Tahun 1982 

tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara 

Tahun 1982 Nomor .37, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3225); 
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10. Peraturan Pemerintah N omor 26 Thhun 1985 

tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 

Nomor 37, Thmbahan Lembaran Negara Nomor 
3293); 

11. Peraturan Pemerintah N omor 69 Tahun 1996 

tentang Pelaksanaan Hale clan Kewajiban, Serta 

Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat 

Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 

1996 N omor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3660); 

-12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang 

Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 

clan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah dan Rancangan ~eputusan Presiden; 

13. Peraturan Derah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang 

Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan ·. dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai 

Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 

1985 Nomor 5 Seri D); 
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14. Peraturan Daerah Kabupalcn Dacrah 11 1 ngkat lt ,. 
Banyumas Non1or 6 11lhun 1989 tentan l 

g Ilatas , 
Wilayah Kata Ajibarang (Len1baran Daerah li 

' tngkat 
II Banyumas Tahun 19_90 Nomor 132 Seri D); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Banyumas Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat U 

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah 

Tmgkat II Banyumas Tahun 1995 N omor 29 Seri 

D). 

Dengan persetujuan . · 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 

MEMUTUSKAN : · .. . · 

Menetapkan : · PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

UMUM TATA RUANG KOTA, RENCANA DETAIL 

TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN 

AJIBARANG. · 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas; 

2. Pem~rintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas; 

3. Bupati adalah Bupati Banyumas; 

4. Dewan Perwakila~ Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas; 

5. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK 

adalah rencana penempatan ruang kota yang disusun untuk menjaga 

keserasian pembangunan antar sektor dalarn rangka pelaksanaan 
. . 

program antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program 

pembangunan kota; 

6. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDfRK 

adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun 

· untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan 

program-program pembangunan kota; 

7. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan 

ruangnya sesuai dengan masing-masingjenis rencana Kota Ajibarang; 

8. Blok adalah satu kesan1an wilayah dari kota yang merupakan wilayah 

yang terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka 

pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota dengan tujuan 

pemanfaatan ruang; 
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9. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu 

sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas 

antara bagian persil yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan; 

10. Garis sempadan Pagar adalah garis sempadan diatasnya atau sejajar di 

bclakangnya dapat didirikan pagar; 

ll. Garis sempadan sungai adalah batas luar pengaman sungai; 

12. Garis sempadan saluran adalah garis batas luar pengaman saluran; 

13. Garis sempadan bangunan adalah garis yang diatasnya atau sejajar di 

belakangnya dapat didirikan bangunan; 

14. Koefisien Dasar Bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan 

antara luas lantai dasar bangunan dengan luas persil. 

BAB II 

AZAS, MAKSUD. DAN TUJUAN 

Pasnl 2 

IUJTRK-RDTRK didnsarknn ams a1.as : 

n. Pcmanfontan ruang ll'tgi st:mua 

bcnbyaguna dan bcrh:isil 1un:1, 

ut'rkdanjur1n; 

kcpcntingan sccara terpadu, 

t=ra i, selaras, seimbang, dan 

b. K~t~rbuk:tUl. pcrsjffi 1, kea ilan, dan perlindungan hukum. 
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Pasal 3 

RUTRK-~TRK dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman 

yang mengikat bagi Pemerintah Daerah, dan n1asyarakat data·m 

memanfaatkan Ruang Kota secara berencana, terarah dan 

berkesinambungan. 

Pasal 4 

RUTRK-RDTRK bertujuan: 
' ' 

a. Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar 

mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem 

pengembangan wilayah; 

b. Terselenggaranya pemanf~atan ruang berwawasan . lingkungan 

, berlandaskan Wawasan Nusantara· dan Ketahanan Nasional; · . 
: ' . ( . \ 

c. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan 
' . 

kawasan budidaya; . 

d. Tercapainya·pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk : ... 
' I . ' 

1. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dari mencegah serta 

menanggulangi perlindungan dampak negatif terhadap lingkungan; 

2. Mewujudkan keseimbangan kepenting~n kesejahteraan dan 

keamanan. 
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BAB Ill 

KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN 

Pasal 5 

Kedudukan RUTRK-RDTRK adalah penjabaran dari Rencana Tata Ru ang 
Kota di Wtlayah Kabupaten Banyumas dan Program Pembangunan Daerah 

Kabupaten Banyumas yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan 

rencana pembangunan kota. 

Pasal 6 

(1) Wilayah Perencanaan RUTRK-RDTRK Ajibarang mencakup 3 (tiga) 

Desa, dengan luas 510,127 Ha, yaitu : 

a. DesaAjibarangWetan. seluas 169,417Ha; 

b. Desa Ajibarang Kulon, seluas 261,600 Ha; 

c. Sebagian Des a Pancasan, seluas 79, 110 Ha. 

(2) Batas-batas Wilayah perencanaan yang dimaksud ayat (1) pasal ini 

adalah: 

- Sebelah Utara : Desa Pandansari dan Desa Ciberung; 

- Sebelah Timur : Desa Lesmana dan Desa Pancurendang; 

- Sebelah Selatan : Kali Datar dan Desa Pancasan bagian selatan; 

- Sebelah Barat : Desa Kracak. 
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BAB IV 

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA 

DENGAN KEDALAMAN DETAIL TATA RUANG KOTA 

Bagian Pertama 

Penetapan Peranan clan Fungsi Kota 

Pasal 7 

Peranan Kata Ajibarang dalam. Wilayah Kabupateil Banyumas adalah 

_·:_.;__--- .. se~agai Pusat Peme~tahan K~camatan Ajibarang clan Pusat Sub Wil~yah 

-Pembangu_nan II dengan wilayah pelayanan Kecamatan Gumelar, Pekuncen -..., . 

clan Cilongok. ~ ---.__,__ __ __ 
. . - -

-· ~---
, _ _ ...... __ 

Pasal 8 ........ '"'---:.:.._.____ - . ·-.. __ .._. . . · ... ·~ 

- - -- .. ___ --.... 

Fungsi Kota Ajibarang dalam Wilayah Kabupaten Banyumas adalah: 

a. Pusat Perdagangan dan Jasa; 

b. Pusat Pelayanan Pendidikan; 

c. Pusat Pelayanan Pemerintahan / Perekonomian; 

d. Pusat Transportasi Regional; 

e. Pusat lndustri; 

f. Pusat Pelayanan kesehatan. 
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Bagian Kedua 

Perwilayahan Kota 

Pasal 9 

(1) Wilayah Perencanaan Kota Ajibarang sebagaimana dun' ks 
a Ud 

Pasal 6 dibagi dalam 4 (empat) Blok 1ingkungan sebagai be 'ku Pacfa 
fl t · 

. a. LingkunganAseluas 153,708Ha; · 

b. Lingkungan B seluas 92,371 Ha; 

c. L,ingkungan C seiuas 79,110 Ha; 

d. LingkunganD seluas 184,938 Ha. 

Pasal 10 

Peta Pembagian Wi!ayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tercantum 

dalam Buku Rencana Peta lll-1, yang merupakan bagian talc terpisahkan 

dari Peraturan Daerahini. 

Bagian Ketiga 

Penetapan Jumlah dan Penyebaran Penduduk 

P-asal 11 

Jumlah Penduduk Kota Ajibarang ditetapkan pada akhir tahun 2010 adalah 

sejumlah 21. 916 Jiwa. 

ll 

_, -

lii 
C 
C 

~ 
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Pasal 12 

penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada P.<1sal 11 masing-masing 

lingktJngan ditetapkan dengan kepadatan rata-rata 43 Jiwa/Ha., dcngan 

penyebaran penduduk untuk masing-masing blok sebagai berikut: 

a. Blok A seluas 153,708 Ha dengan kepadatan 46 (empat puluh enam) 
orang/Ha; 

b. Blok B seluas 92,371 Ha dengan kepadatan 59 (Iima puluh sembilan) 
orang/Ha; 

c. Blok C seluas 79,110 Ha dengan kepadatan 76 (tujuh puluh enam) 
orang/Ha; 

d. Blok D seluas 184,938 Ha dengan kepadatan 18 (d~lapan belas) 

orang/Ha. 

Pasal 13 

. ' . . 

.. 

Peta penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan 12, 
. tercantum dalam Buku Rencana Peta Ill-4, yang merupakan bagian tak 

. . 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Keempat 

Struktur Pemanfaatan Ruang Kota 

Pasal 14 
' . 

Luas wilayah kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 pemanfaatannya 

ditetapkan sebagai berikut: .. 
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- ··-

Perumahan,denganluas 191,980 , a. 
Campuran,denganluas lia. 

b. ll,U911' 
Lingkungan,denganluas a· c. 16, 17oli I 

Fasilitas Skala kota, dengan luas a· 
d. l 8,640 l-I ' 

Perkantoran, dengan luas a· 
e. 17,680 l-I I 

Cadangan Pengembangan Kota, dengan luas a· 
f. . 132,408 I-Ia~ 

Jaringanjalan, dengan luas ' g. lll ,930 I-la• 
' h. Industri Kecil 10,200 lia• 
I 

Pasal 15 

Pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam P-asal 
14 

. 
. b 'ku , settap Bloknya ditetapkan sebaga1 en t : 

(1) Blok A, denganpemanfaatanruangsebagai berikllt: 

a. Perumahan, dengan luas : 55,330 Ha· 
' b. Campuran, dengan luas 4,213 Ha· 
' c. Fasilitas Lingkungan, dcngan luas 

d. Fasilitas Skala Kota, dcngan luas 

c. Perkantoran, dcngan luas 

f. Cadan an P1.;ngemb:rngan Korn, ckng:1n lua 

g. Jarin 1an Jalan. den ,an lua · 

5.465 Ha· • 
11,850 Ha· 

' I 

15 .370 Ha· 
' 

30,740 Ha~ 

30,740Ha. 

(_ 131 k 13 , dem!an pcmanfa:uan ruang ebagai berikut: 

a. Perun1llun. dcngan lu:i 33 ,250 Ha; 

b. Can1purm dcngan 1 

, Fasilita Ling ;:ungan, dengan l s 

13 
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d. Fasilitas Skala Kota, dengan luas 

e. Perkantoran, dengan luas 

f. Cadangan Pengembangan Kota, dengan luas : 

g. Jaringan Jalan, dengan luas 

5,990 Ha; 

2,310 Ha; 

18,470Ha; 

23,090Ha. 

(3) Blok C, dengan pemanfaatan ruang sebagai berikut : 

a. Perumahan, dengan luas 36,820 Ha; 

b. Campuran, dengan luas 

c. Fasilitas Lingkungan, dengan luas 

d. Fasilitas Skala Kata, dengan luas 

0,225Ha; 

4,175 Ha; 

0 Ha; 

e. Perkantoran, dengan luas O Ha; 

f. CadanganPengembanganKota, denganluas: 15,820Ha; 

g. JaringanJalan, denganluas 

h. lndustri Kecil 

11,870 Ha; 

10,200Ha; 

( 4) Blok D, dengan pemanfaatan ruang sebagai berikut : 

a. Perumahan, dengan luas 66,580 Ha; 

b. Campuran, dengan luas 1,850 Ha; 

c. Fasilitas Lingkungan, dengan luas 

d. Fasilitas Skala Kota, dengan luas 

e. Perkantoran, dengan luas 

2,lOOHa; 

0,800Ha; 

: 0 Ha; 

f. CadanganPengembanganKota, denganluas: 67,378 Ha; 

g. JaringanJalan, denganluas 46,230Ha. 
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( t ) nal;\m mcn~_rttur dan me11-gcmhJngkan KNo A 

,,_i iharr 
kctcnruan-k--ctcntu;1n l :1ta Ruang sebngn in1ttrm d' 'rig ~ 

•rnak -rl;l' 
Rcncana Umum Tata Ruang Kotu. Rcnc:urn Dctnil l n sutJ tl:ii. ' 

ta Rt i.1:n 
TI ukota Kccamatan Ajibarang. 1ani t•I'\ • 

'\,JI 

(2) Rcncana Umum Tata Ruang Kota. Rencana Detail 11 . . . . a1a Ruan 
lbukota Kecamatan AJtbarang sebagannana dtmaksud I g ~ it,, 

< alani ·~ 
secara rinci terdapat dalam Buku Kompilasi Data R ili-at (11 . . ' ' cncan . 
Analisa, yang merupakan bagtan tak tcrpisahkan d . a eq0 
DaeraJ1 ini. ' ari Peraturan 

Bagian Kelima 

Lahan Cadangan Dan Ruang Terbuka Hijau 

Pasal 17 · · · , . 

. ... 
Penggunaan lahan selain sebagaimana tersebut pada P-asat 15 ayat (l) 

, (2), 
. (3), dan ayat ( 4) huruf f ditettpkan sebagai ruang terbuka hijau, setiap blok 

sebagai berikut : 

a. BlokA, denganluas : 30,740Ha; 

b. Blok B, deng~nluas : 18,470 Ha; 

c. BlokC, denganluas : 15,850Ha; 

d. BlokD,denganluas: 67, 378Ha. 
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Pasal 18 

peta Rencana Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, 

1s dan 16 sebagafmana tersebut dalam Buku Rencana Peta JII-2, yang 

xnerupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Keenam 

Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota 

Pasal 19 

Fasilitas.kota sesuai peran clan fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal 

7 clan 8 ditetapkan sebagai berik:ut : 

a. Perkantoran berada di Blok Lingkungan Adan Blok Lingkungan B; 

b. Perdagangan berada di Blok.Li~gkungan A dan D; 

c. Pendidikan berada di Blok Lingkungan A clan Blok Lingkungan B; 

d. Kesehatan berada di Blok Lingkungan A; 

e. Rekreasi dan Olah Raga berada di Blok Lingkungan C; 

f. Ruang Terbuka berada di Blok Lingkungan C dan Blok Lingk:ungan D. 

Pasal 20 

Peta penyebaran lokasi fasilitas 'sebagaimana dimaksud pada pasal 19, 

sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Peta III-3, yang merupakan 

bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Dagian Kctujuh 

Sistem Jaringan Transportasi Jalan 

Pasal 21 

Jaringan transportasi jalan raya terdiri dari : 

a. Jalan Kolektor Primer: 

Melew-ati simpul JI. Raya Pancasan, n. Raya Ajibarang, JI. Lingkar 

Ajibarang Barat; 

b. Jalan Lokal Primer: 

Melew-ati simpul JI. Ajibarang- Pandansari; 

c. Jalan Lokal Sekunder: 

S~mua bagian dari jalan-jalan di kota Ajibarang selain jalan kolektor 

primer clan Iokal primer; 

d. Jalan Iingkungan melewati semua bagian dari jalan-jalan yang 

menghubungkan antara Iingkungan satu dengan Iingkungan yang lain. 

Pasal 22 

Terminal transportasijalan berada di Blok Lingkungan A. 

Pasal 23 

Peta rencana sistem jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud 

pada pasal 21 dan pasal 22, sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana 

Peta III-6, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

lfll. 
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' 
I Bagian Kedelapan 

Sisten1 Jaringan Utama Utilitas 

. (Tan utilitas meliputi : 
Jaflll.:, . . 

penyediaan Air bersih; 
3

· Jaringan Telekomunikasi; 

b, Jaringan Listrik; 
C, ah 

Jaringan Samp an. 
d. 

Pasal 24 

Pasal 25 

1
) Sistem jaringan air bersih ditetapkan sebagai berikut : i 

( a. Jaringan prirnC:r melalui simpul jalan Raya Pancasan, JI. Raya 

Ajibarang, JI. Lingkar Ajibarang Barat; 

b. Jaringan sekunder melalui sirnpul JI. Sukarso, JI. Raya Pancasan, I 
Jl. Pasar Ajibarang, Jl. P. Kistam, Jl. Santa. 

(Z) Sistem penyediaan air bersih ditetapkan dalam bak penampungan dan 

kran umum yang berada di Blok Lingkungan A, Blok Lingkung·an B, 

Blok Lingkungan C dan Blok Lingkungan D. 

Pasal 26 

Sistem jaringan listrik melalui setiap simpul jalan dengan Gardu Induk 

Rawalo, Gardu Induk Kalibakal dan Gardu Induk Bumiayu dimana ketiga­

tiganya terletak di luar kota Ajibarang. 
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l . 

\ 

Bagian Kesembilan 

Kepadatan Bangunan 

Pasal 27 

( 1) Kcpadatan bangunan ditctapkan dcngan pcmbatasan Koefisie I) 
n asa 

Oangunan (KDil) pada sctiap lingkungan pcruntukan. t 

(2) Sctiap lingkungan dapat ditctapkan lcbih dari satu peruntukan. 

Pasal 28 

Peta kcpadatan bangunan scbagaimana dimaksud pada Pasal 27, tercantum 

dalam Buku Rcncana Peta JII-10, yang mcrupaki1n bagian tak tcrpisahkan 

chri Pcrnturan Dacrah ini. 

Bagia11 Kesepuluh 

Kctinggian llangunan 

I., al _9 

\ l) K~llll~f i:m h.111 !Ull,tll dt tt: l, p~an dcni1
, n lu. l:intai bangururn dan 

jumbh mJ~ ~imum u.tn I\Hnimum I. nt i b:rn unan untuk sctiap 

hn~' ~u1~.1u. 

, 
- n an 

. . 
rm.: 21 · --- b .1 ~..ill s.e uai d.engan lebar 

fc'l .. 
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. ~;;r 

l~sal JO 

Ct)agaimanct dinrn.ksutl patlri J'asal , n "} . 
l
·"rl s '- -; . s ... 1a£ ,Hrrnn 1 g ,1 - . •• • , , 

t·ctittg~ J3ukU Rcncana Peta Jlf-11. yang mcn,p~'·· h . ,. d 1:101 OP-(W tH!IMl frt . 
1'' ~ ' D I . . .. J\; ' ,1,r11 ' . l'eraturctn acra I mt. 
.,1cl dart 

f~r,,· ll~~tl I , ,.,, 

rf':-• ,c I3agian Kcschclas 
Garis Sempadna 

Pasal 31 

. 
5 

sempadan terdiri dari : 
angari 

peoetiP Bangunan; 
sempadan 

3· 5eJ11padan p-agar;_ 
b, sempadan Sunga1, 
c. 

Pasal 32 

Garis sempc1_d~ ~ .ngun~~ ditetapkan sebagai-berikut: 
(1) a. Jalan kolektor primer diukur <htri-a.~i:t!~n tid~k kurang dari 15 (lima 

belas) meter; 
b. Jalan Iokal prim~.r diukur dari as jalan tidak kurang dari 10 

(sepuluh) meter; 
Jalan Iokal sekunder diukur dari as jalan tidak kurang dari 6 ( enam) 

c. 
meter. 

(2) Garis sempadan pagar ditetapkan sebagai berikut : 
a. Jalan kolektor primer diukur dari as jalan tidak kurang dari 7 ,5 

(tujuh koma lima) meter; 
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b. Ja1an iokal primer diukur dari as jalan tidak k ¼.,.,,h , 
Utan -~~, 

meter; g <Jan s . \ i 
. • , 01'l'la 

c. Jalan Iokal sekunder dmkur dan as Jalan tidak k > 
urang <I • 

ar13 meter; (tiga, 

(3) Gnris sempadan sungai ditetapkan sesuai dengan ketentuan c 
. .....:. P ratur-

perundangan yang berlaku. an - - . . 

--
BAB V- :.---------- -_ 

JANGKA WAKTU RENCANA KaTA 

Pasal 33 

(1) Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Kota, .Rencana Detail Tata 

Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang adalah 10 (sepuluh) tahun. 
. . 

·- .... 

(2) Rencana Umum T~ta ·Ruang .Kota, -~ii(,£:~~De"iail Tata Ruang Kota 

Ibuko~ Keca~at?fi A jitarang ·ditinjau kembaii setiap 5 (Iima) tahun 
~ .._., -~ .... ----- _,,. ,, 

sekali unto.ic dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan. 

• l • 

. . ........ Pasal 34 
-- • I 

Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota 

Kecamatan Ajibarang bersifat terbuka untuk umum clan ditempatkan di 

Kantor Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan tempat-tempat lain yang 

n1udah dilihat oleh masyarakat. 
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Pasal 35 

bak untuk mendapatkan inform . 
t,er as1 mcngcna · R 

.. ldlt ani! Kota, Rencana Detail Tata n, 
1 cncana 

f f"Y- RtJ .... I\.Uang Kota lb k 
~4,s faUl . ·barang secara tepat, benar dan mudah u otn 
!flvf11 call J\Jl . 

v 1113 
~cc3 Pasal 36 

P
elak.Sanaan program-program serta provek-provek 

.,11atl . p . ; ; yang 
tttlsiµ• 1, '1 11 oleh Instans1 emenntah Swasta dan M k 

~ JlJ - ara~· ' asyara at harus 
. efellgg pada pokok-pokok kebijaksanaan. 

(115 daskan 
i,erlal1 

Pasal 37 

cana uroum Tata Ruang Kota Ajibarang Ibukota Kecamatan 
vul(ll · }len dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Album 
· 'barang · I bih . · AJI ai penJelasa!1 yang e rmc1 merupakan bagian yang tak 

sebag D h ' . peta . dari Peraturan aera 1.ru. 
tervisaftkall 

BAB VI 

pENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN 
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA 

DENGAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA 

Pasal 38 

I\!ngawasan dan Pengendalian Rcncana Umum Tata Ruang Kota, Rencana 
Det; il Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Ajibarang, guna menjamin 
tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 
3 dan 4, dilak-ukan oleh Bupati. 
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Pasal 39 

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan runno llil k 
t::- n Ukar 

pemantauan, pelaporan dan e,raluasi. • da1alll 

(2) Pengendalian pemanfaatan ruruH? dilakukan dalan, be .... ' ntuk 
sesuai dengan peraturan perundang-undru1gan yang bcrlaku. l"erijiti~ri 

. 
(3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan a 

pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini me .tau 
nJadi 

wewenang Camat dan dalam waJ...'tu selambat-lambatnya 3 x 24 Jam 

wajib melapor kepada Bupati atau Dinas Teknis yang ditunjuk. 

BAB VII 
' . ' ' . 

KETENTUAN PIDANA .. '. 

Pasal 40 

(1) Barangsiapa ~elangg~r pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 
. . 

pada Pasa1 14 sampai dengan Pasal 32, diancam pidana ·kurungan 

selama-1amanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5 .000.000,-

(limajuta rupiah). 

(2) Selain ·tindak pidana sebagaimana ~~~ud ~alam ayat (1) , tindak 
. . 

pidana yang mengakibatkan perusa~ lingkungan diancan1 pidana 

sesuai dengan ketentuan peraturan perunda~g-undangan yang berlaku. 
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BAB VIII 

I(ETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 41 

penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana 

,iaill. 0:a ditnaksud p~da Pas_al ~~• ~pat juga dilakukan oleh 

(
t) S ki,_gaUl'l 'dik pegawa1 Negen S1pll d1 Lingkungan Pemerintah 

sev .. penYl . jabat 
13

anyui:nas., yang pengangkatannya d1tetapkan dengan 
t~b0paten tu.-onperundang-unclangan yang berlak.u 
~ ~~~ L~_ • 

~etetltu . . . . . . 
lakSanakall peny1dikan, peJabat Penyidik Pegawai Negeri 

V
a\at11 111e :~ana dimaksud clalam ayat (1), berwenang : . 

"') . ebagau.... d . 
V' sip1l s . a laPoran atau ~nga uan clan seseorang tentang adanya: 

?v{e1:1er~ .· . . • . 
a. . (iakp1dana, . . . · · · 

till' a1a1J.<all tinda~ pertama pada saat 1tu d1tempat kejadiah serta . 

b 
?v{el r1ksaan· · · · · · - · • 1,,,t...t.1npeme ' · · . .. la(\.\6~... . · · · 
ine rub berbenti .. seorang . tersangka clan_ ·memeriksa tanda 
tJenyu ,, · · -

c. enal diri tersangr:a;_ · _ . 
pengakUkan penyitaan benda atau surat; · 

d. Mel ..nbil sidikjari dan memotret tersangka; . 
tJengao.1. . . . e. nggil seseorang untuk d1dengar clan d1periksa sebagai 

f tJema . 
. tersangka atau saks1; . . 

Mendatangkan seorang ahli yang diperhitungkan dalain hubungan 

g. dengan pemeriksaan perkara; 
h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik 
umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan 

merupakan tindak pidana; 
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i. Selanjutnya Penyidik Umwn memberitahukan hal t 
erscb 

Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; Ut kcPa<1a 

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum 
Yang d 

dipertanggungjawabkan. apat 

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik fi 

N . S. · 1 b . dim ks d d I egaWai egen 1p1 , se aga1mana a u a am ayat (1) ,
1

,.,. •• 

, "T<tJlb 
mengadakan koordinasi dengan Penyidik Umum. 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP 

Pasal 42 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerab ini," maka kegiatan yang telah 

· dilaksanakan dan keberadaannya tidak sesuai dengan Rencana Umum 

Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan 

Ajibarang, dapat diteruskan, sepanjang tidak mengganggu fungsi 

peruntu.kkan ruang. 

(2) Dalam Kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi 

peruntukkan ruang, harus segera dicegah dan atau dipindahkan ke 

ren1pat lain yang sesuai dengan peruntukkannya, selambat-lambatnya 3 

(tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 43 

belutn ~ukup diatur dalam Pcraturan Daerah ini bcscrta 

l y3og g bers1fat pelaksanaan akan diatur kcm d' d 
t~llrt yao . . u tan cngan 

tl, J't'11tl1" 130patl. 
~,s · ttlsatl 
~crv Pasal 44 

lakUnya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah 
gall be~aerah Tingkat II Banyumas Nomor 14 Tahun 1990 tentang 

oe~
0
paten urn Tata R~an~ Kota, ~encana Detail Tata Ruang Kota Ibukota 

P calla V~. •barang d1nyatakan t1dak berlaku lagi. · 
ietl 111atan~Jl 
iec) · Pasal 45 

r
ah ini mulaf berlaku pada tanggal diundangkan . 

...:'111 pae . . 
{i{\llp>~ . 

re tiap orap.g dapat mengetahuinya, memerintahkan 
Agar : Peraturan Daerah ini dengan penempatannya .dalam 

11
gt111dang rah I(abupaten Banyumas . . 

pe baranVae . . . 
i,efll . . 

Ditetapkan di Purwokerto · . 
pada· tanggal 22 N opember 2001 

BUPATI BANYUMAS 
ttd. 

ARISSETIONO 

kan di Purwokerto 
oiundang al 23 Nopembcr 2001 · 
pada ta~{!RlS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
sEl<RE ttd. 

BAM BANG PRIYONO 

LEM BARAN OAERAH KABUPATEN BAN YUMAS N OMOR 8 SERIE 
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PLR rt_:1 \ ~ D\ T.:H.\ H K,\B l .-\Tl" . f\,\ 1' ·t:M 

~ ~fOR 15 r.,n l1N ~ ll 

TFSTt\ l G 

RT:\'CA~J\ tJ~ft."M Tt\T.\ Kr •\ N ' K rA. HFNCi\ N nrr,, ,l 
T1\TA Rt;A~G }\OTA rnVKOTA KEG\~1 .L\TAN Jlll•\I ,, . ·o 

Ruang J<ce.1m:1tan Aj itiJr.mc cfalam rangka pclnksaunnu 

pcmbangunnn pcrlu dike! IJ . dim:mf:ntkan dan dili11dungi llntuk 

schcsar-bcsarnya hag i k mnkmuran d.111 kc .. cjahtcrann masyarakat. 

Ruang dnlam arti ,\:Hfah kchi lupnn manusia, mcliputi tanah, air 

dan ruang angkasa be cna sumber alam yang tcrkandung didalamnya 

scbagai sacu kc acuan. Schingga apabila dalam pcmanfaatannya ti<lak 
terkendali akan mcnycbabkan rusaknya lingkungan ruang ilu sendiri 
yang pada ak11irnya akan berakibat malapetaka bagi penghuninya. 

Pertumbuhan kota Ajibarang pada umumnya telah menunjukkan 
perkembangan yang pesat, karena kota Ajibarang disamping 

peranannya memberikan pelayanan, juga berfungsi sebagai pusat 

pengembangan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu pengembangan 

kota yang mengarah pada pembangunan fisik kota perlu adanya 
pengendalian. 

Sehubungan dengan hal ters~but diatas, perlu adanya Rencana 

U mum Tata Ruang, Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Kecamatan 

Ajibarang yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya 

agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan 

keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan 

dapat dipertahankan secara terus menerus clan berkelanjutan. 

.,· -.. - - ----:-- -
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. J . L, 

. . 
.' . 

pasal 9 

28 

: Cukup jelas. 

: Yang dimaksud dengan "Pu sat 

Sub Wilayah . Pembangunan" 

adalah kota Ajibarang berfungsi 

melayani kawasan sekitarnya 

se bagai daerah belakang 

(hinterland), terutama yang 

mempunyai mekanisme 

perekonomian yang sama. 

: Cukup jelas . 

: Yang · dimaksud dengan "blok 

lingkungan" adalah suatu: 

lingkungan yang merupakan 

bagian dari wilayah kota yang 
mempunyai batasan fisik serta 

fungsi sesuai deng~ ~arakter 

perkembangan kota. Agar 

dalan1 pembangunan kota 

Ajibarang · ·Iebih operasional 

dalam pelaksanaannya, maka 

wilayah kota dibagi menjadi 

beberapa Blok Lingkungan 
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Pasa110s/dPasa120 

Pdsa121 

Pasal 22 s/d Pasal 32 

Pasal 33 

ayat (1) 

.. . 

29 

Kota. Dengan tujuan d 

s a s a r a n a g a r d a I an 

pembangunan kota Ajib~ Ill 
Jebih operatif pe1aksanaann g 

Kota Ajibarang dibagi daI:~ 

( em~at) Blok Lingkungan I<ota, 
yaitu: 
a. Blok Lingkungan A seluas 

153,708Ha 

b. Blok Lingkungan B seluas 
92,371 Ha · 

c. Blok Lingkungan C seluas 

79,ll0Ha 
d. Blok Lingkungan D seluas 

184,938Ha 

: Cukup jelas. 

: Yang dimaksud dengan jalan 
kolektor, maupun ja1an lokal 

ada1ah sebagaimana ditentukan 

da1am Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 1980 tentang Jalan. 

: Cukup jelas. 

: Cukup jelas. 
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.' .. t· ' . : ' ... 

:•: ~ . •, . . 
: . ' .. · .. ; .. 

• .. · . 
' . -

ayat (3) 

rasa\ 33 s/d Pa·sa\ 45 

: Yang dimaksud: "ditinjau 
kembali" adalah ditinjau untuk 
disesuaikan dengan keadaan 
yaitu disesuaikan dengan 
kebutuhan perkembangan, 

namun tetap memperhatikan 
azas, tujuan, sasaran dan 
fungsi. 

. : Cukup je\as. 

: Cukup jelas. 
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